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kasasi Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan Berdasarkan 

pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi 

unsur-unsur pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang 

Kesehatan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 

Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah 

dan dijatuhi pidana 

 
B. Saran 

1. Diharapkan petugas BPOM yang menjelaskan pelanggaran yang 

dilakukan pengusaha dilakukan secara langsung karena belum tentu 

semua orang bisa dengan mudah memahami bahsa undang-undang. 

2. Diharapkan setiap pelaku usaha yang ingin memulai usaha 

diharapkan minimal mengathui bahwa ada aturan yang mengatur 

secara khusus usaha yang kita jalankan. 

3. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan hukum terhadap kasus 

perdagangan kosmetik berbahaya benar-benar memberi 

pemahaman kepada terdakwa supaya setelah selesai menjalani 

hukuman terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023 

P U T U S A N 

Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H    A G U N G  

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang 

dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, telah 

memutus perkara Terdakwa  : 

Nama : HENNY KUSUMA binti HARTONO; 

Tempat Lahir : Surakarta; 

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/14 Agustus 1979; 

Jenis Kelamin : Perempuan; 

Kewarganegaraan : Indonesia; 

Tempat Tinggal : Purimas Citra Gemilang 1 Nomor D4, 

RT/RW. 006/000, Bangunharjo, Sewon, 

Bantul; 

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Wiraswasta; 

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 1 

September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022; 

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul 

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:  

Kesatu 

 

: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; atau; 

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 point 10 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan 

atas Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Bantul tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO bersalah 

melakukan tindak pidana “Memproduksi atau mengedarkan sediaan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023 

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau 

persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENNY KUSUMA binti 

HARTONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi 

masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda 

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan 

kurungan; 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

- IMQWEEN Skin Perfect Exfoliating Toner 64 (enam puluh empat) 

botol; 

- TEMULAWAK New Day & Night Cream 21 (dua puluh satu) dus; 

- LANDBIS Eyeliner 1 (satu) buah; 

- WIDYA Whitening Soap Temulawak. 9 (sembilan) dus; 

- DAZZLING White 10 (sepuluh) buah; 

- Hair Repair ARGAN Infused Hair Perfume 8 (delapan) botol; 

- IMQWEEN ASC Skin Care Glowing Day Cream 45 (empat puluh 

lima) pot; 

- IMQWEEN ASC Skin Care Whitening Night Cream Anti Aging & 

Whitening 45 (empat puluh lima) pot;  

- MYQWEEN ASC Skin Care Whitening Bar Soap 50 (lima puluh) dus; 

Dirampas untuk dimusnahkan; 

4. Menetapkan agar Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO 

membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.Sus/2022/ 

PN Btl tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO tersebut diatas, 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua 

Penuntut Umum; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua 

Penuntut Umum; 

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah 

putusan ini diucapkan;   

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat 

serta martabatnya; 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

- IMQWEEN Skin Perfect Exfoliating Toner 64 (enam puluh empat) 

botol; 

- TEMULAWAK New Day & Night Cream 21 (dua puluh satu) dus; 

- LANDBIS Eyeliner 1 (satu) buah; 

- WIDYA Whitening Soap Temulawak. 9 (sembilan) dus; 

- DAZZLING White 10 (sepuluh) buah; 

- Hair Repair ARGAN Infused Hair Perfume 8 (delapan) botol; 

- IMQWEEN ASC Skin Care Glowing Day Cream 45 (empat puluh lima) 

pot; 

- IMQWEEN ASC Skin Care Whitening Night Cream Anti Aging & 

Whitening 45 (empat puluh lima) pot; 

- MYQWEEN ASC Skin Care Whitening Bar Soap 50 (lima puluh) dus; 

Dimusnahkan; 

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2022/PN 

Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang 

menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2022, Penuntut Umum 

pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut;  

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2022 dari Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sebagai Pemohon Kasasi yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 

November 2022; 

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; 
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Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah 

diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul 

pada tanggal 9 November 2022 dan Penuntut Umum  tersebut mengajukan 

permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2022 serta memori 

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada 

tanggal 23 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta 

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut 

Umum tersebut secara formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang 

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada 

Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan 

permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan 

bebas; 

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina 

dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah 

Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang 

menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, maka  Mahkamah Agung berwenang memeriksa 

permohonan kasasi terhadap putusan bebas;  

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ 

Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas 

perkara; 

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon 

Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai 

berikut: 

− Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan judex 

facti  salah menerapkan hukum karena dibuat berdasarkan fakta hukum 
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dan pertimbangan hukum yang salah yaitu salah menerapkan hukum 

pembuktian dengan menyatakan tidak terbukti unsur dengan sengaja 

dalam perbuatan Terdakwa; 

− Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022, Tim dari BPOM telah melakukan 

pembinaan terhadap Terdakwa melalui Whatsapp (WA) dan menjelaskan 

bahwa produk kosmetika yang dijual Terdakwa berupa Imqween Skin 

Perfect Exfoliating Toner, Temulawak New Day & Night Cream, Landbis 

Eyeliner, Widya Whitening Soap Temulawak, Dazzling White, Hair Repair 

Argan Infused Hair Perfume, Imqween ASC Skin Care Glowing Day 

Cream, Imqween ASC Skin Care Whitening Night Cream Anti Aging & 

Whitening dan Myqween ASC Skin Care Whitening Bar Soap tersebut 

diduga mengandung bahan berbahaya (mercury) atau belum memiliiki izin 

edar dari BPOM, dan diinformasikan kepada Terdakwa untuk melakukan 

pengecekan di www.pom.go.id; 

− Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah menerima pesan whatsapp 

dari BPOM, Terdakwa hanya membaca sekilas saja, karena pesan 

tersebut berisi pasal-pasal yang Terdakwa tidak paham, dan Terdakwa 

tetap melakukan aktivitas jual beli atas berbagai jenis produk kosmetika 

tersebut, di mana Terdakwa melakukan pembelian untuk dijual kembali 

pada tanggal 28 Mei 2022; 

− Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Penuntut Umum 

dinyatakan dikabulkan; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan 

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 196 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa 

tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana; 

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk 

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum 

pada Kejaksaan Negeri Bantul dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 

Bantul Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 9 November 2022 untuk 
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kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar 

putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; 

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung 

akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan 

bagi Terdakwa; 

Keadaan yang memberatkan: 

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam 

memberantas peredaran sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat 

atau kemanfaatan mutu; 

Keadaan yang meringankan: 

- Terdakwa menyesali perbuatannya; 

- Terdakwa belum pernah dihukum; 

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk 

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; 

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

− Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT 

UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTUL tersebut; 

− Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.Sus/ 

2022/PN Btl tanggal 9 November 2022; 

MENGADILI SENDIRI: 

1. Menyatakan Terdakwa HENNY KUSUMA binti HARTONO, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023 

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika 

kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, 

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana 

sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; 

4. Menetapkan barang bukti berupa; 

- IMQWEEN Skin Perfect Exfoliating Toner 64 (enam puluh 

empat) botol; 

- TEMULAWAK New Day & Night Cream 21 (dua puluh satu) dus; 

- LANDBIS Eyeliner 1 (satu) buah; 

- WIDYA Whitening Soap Temulawak 9 (sembilan) dus; 

- DAZZLING White 10 (sepuluh) buah; 

- Hair Repair ARGAN Infused Hair Perfume 8 (delapan) botol; 

- IMQWEEN ASC Skin Care Glowing Day Cream 45 (empat puluh 

lima) pot; 

- IMQWEEN ASC Skin Care Whitening Night Cream Anti Aging & 

Whitening 45 (empat puluh lima) pot; 

- MYQWEEN ASC Skin Care Whitening Bar Soap 50 (lima puluh) 

dus; 

Dirampas untuk dimusnahkan; 

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 

hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim 

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, 

Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., 

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta 
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Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh 

Penuntut Umum dan Terdakwa.  

 

Hakim-Hakim Anggota,                                                    Ketua Majelis, 

ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.                 ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. 

ttd./H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. 

 

Panitera Pengganti, 

ttd./Nurjamal, S.H., M.H. 

 

 

Untuk Salinan 
Mahkamah Agung RI 

a.n. Panitera 
Panitera Muda Pidana Khusus 

 
 
 
 

           Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum 
             NIP. 196110101986122001 
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